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KONSEP AWAL PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

BERWAWASAN LINGKUNGAN
I.
PENDAHULUAN

1.
Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) adalah salah satu alat (tools) untuk pengembangan kegiatan industri yang dirasakan efektif terutama ditinjau dari segi :

a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.

b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.

c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

2.
Namun perlu digarisbawahi mengingat penyediaan suatu kawasan industri merupakan suatu kegiatan business, maka dalam pengembangannya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan tekno ekonomis, yang didalamnya juga tercakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar Kawasan Industri yang dikembangkan berwawasan lingungan.

3.
Penyusunan makalah dengan judul Konsep Awal Pengembangan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, pada dasarnya ingin memperkenalkan kepada pihak-pihak terkait mengenai nilai manfaat Kawasan Industri dalam mendukung program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


II.
KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

2.1.
Pengertian Kawasan Industri 


1.
Sesuai dengan Keppres 53 tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Keppres 41 tahun 1996 pengertian Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.


2.
Terminologi Kawasan  Industri di Indonesia sering disebut dengan istilah Industrial Estate sementara di beberapa negara digunakan istilah Industrial Park.


3.
Berdasarkan pengertian di atas, suatu lokasi dapat menggunakan istilah Industrial Estate atau Industrial Park, harus memenuhi 2 ciri utama, yaitu :

· Lahan yang disiapkan sudah dilengkapi prasarana dan sarana penunjang

· Terhadap lahan yang dipersiapkan tersebut terdapat suatu badan/manajemen pengelola yang telah memiliki izin usaha sebagai Kawasan Industri

2.2.
Tujuan Pengembangan Kawasan Industri


1.
Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan  lingkungan hidup.


2.
Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap,  keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri.



Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya.


3.
Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi kawasan industri.


4.
Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan, daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.


5.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Kawasan Industri ditinjau dari segi karakteristik daerah secara garis besar dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu :



a. 
Bagi daerah Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhan industrinya besar, maka Kawasan Industri sebagai alat pengaturan tata ruang dan pengendalian pencemaran.



b.
Bagi daerah Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhan industrinya rendah atau relatif belum berkembang, maka Kawasan Industri berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam arti membantu investor untuk memperoleh kapling siap bangun yang telah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang

2.3.
Konsepsi  Pembangunan Industri berwawasan Lingkungan

1.
Pengertian atau batasan dari pembangunan industri berwawasan lingkungan berinduk dari batasan/pengertian dari pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yang oleh The World Commision on Environment and Development sering dirumuskan sebagai proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan/mengorbankan kemampuan generasi-generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.


Berdasarkan batasan tersebut UNIDO mengusulkan definisi pembangunan industri yang berwawasan lingkungan adalah “Ecologically Sound and Sustainable Industrial Development” (ESSID) : “those patterns of industrialization that enchace economic and social benefits for present and future generation without impairing basic ecological process”.

2.
Berdasarkan definisi ESSID tersebut, maka pembangunan industri harus memenuhi kriteria :

a.
Dapat melindungi biosfir. Ini menyangkut pemeliharaan kualitas lingkungan hidup untuk menjamin kehidupan yang sehat dan nyaman, terutama cuaca/udara, daya dukung system sumber daya alam (hutan, tanah pertanian dan perikanan), serta pemeliharaan daya serap maupun daya assimilasi system lingkungan udara, air dan tanah terhadap pencemaran emisi maupun limbah.

b.
Harus mampu mendayagunakan se-efisien mungkin modal buatan dan modal alami (man-made and natural capital). Penerapan prinsip ini dalam kegiartan industri lazim dijabarkan dalam penggunaan teknologi yang efisien, yaitu yang minimum dalam pemakaian input (baku mutu, energi, dan sebagainya) per satuan output, atau maksimalisasi output per satuan input.

c.
Harus menerapkan prinsip adil atau pemerataan (equity), yang dapat mencakup pengertian :

· Keadilan dalam memikul beban/pengorbanan maupun menikmati manfaatnya.

· Keadailan dalam menikmati kesejahteraan dari hasil pembangunan antara negara-negara industri maju yang telah banyak mengambil manfaat dari eksploitasi sumber alam di bumi dan telah banyak membebani lingkungan biosfir, dibandingkan dengan negara-negara berkembang.

· Keadilan antar generasi umat manusia dan mahluk hidup lain dalam memanfaatkan sumber daya alam.

3.
Berbagai hal tersebut di atas mengandung makna upaya yang terus menerus dilakukan guna memelihara kelestarian fungsi dan keseimbangan ekologi agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan, korban, kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan hayati dan non hayati, utamanya sebagai akibat dari pencemaran.

4.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut terdapat berbagai langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat ditempuh yang antara lain berupa :

a. Pengembangan teori-teori tata ruang dan pengaturan lokasi industri melalui pengembangan industrial estate

b. Memperkenalkan prinsip-prinsip teknologi yang akrab lingkungan dalam arti seefisien mungkin penggunaan energi dan seminimal mungkin menghasilkan limbah.

c. Melakukan penelitian aspek-aspek lingkungan baik melalui mekanisme AMDAL, BML/NAB  serta monitoring pelaksanaanya.

d. Penerapan aspek hokum yang bersifat penerapan sanksi dan penghargaan bagi yang berprestasi dan sebagainya.

5.
Dengan berprinsip bahwa tindakan pencegahan (Preventip) akan memberikan hasil yang lebih maksimal daripada pengendalian dan penyembuhan (curative), maka di negara-negara maju berbagai langkah kebijakan di atas sudah diimplementasikan dalam pembangunan industrinya.

2.4.
Melalui Pola Pengembangan Lokasi Industri Aglomerasi Tercapai Kriteria Effisiensi

1.
Sebagaimana diuraikan dalam konsepsi pembangunan industri berwawasan lingkungan seperti dibahas dalam subbab 7.1. di atas, salah satu kriteria yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah efisiensi dalam memanfaatkan modal buatan dan modal alami (man made and natural capital).

2.
Di satu pihak, berbicara mengenai effisiensi tentunya erat sekali kaitannya dengan faktor-faktor biaya yang dikeluarkan untuk berlangsungnya suatu proses produksi, dimana secara umum effisiensi dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu antara lain melalui :

a. Aspek-aspek teknologi yang berkaitan dengan masalah teknologi bahan baku, penanganan bahan baku, disain pabrik, proses produksi dan teknologi pengolahan limbah ;

b. Aspek-aspek lokasional terutama yang berkaitan dengan ketepatan lokasi baik ditinjau dari segi penyediaan sarana & prasarana penunjang maupun dari segi transport cost dalam penyediaan bahan baku/bahan penolong dan distribusi hasil produksi.

3.
Sebagai salah satu komponen biaya produksi ditinjau dari aspek lokasi meliputi beberapa jenis pengeluaran antara lain :

a. Biaya penyediaan tempat usaha berupa lahan dan bangunan pabrik.

b. Biaya penyediaan sarana & prasarana penunjang seperti akses jalan, listrik, air bersih, unit pengolahan limbah dan sebagainya.

c. Biaya penyediaan peralatan kerja yang dapat digunakan secara bersama (common service fasilities).

d. Biaya pengadaan bahan baku dan penolong khususnya yang menyangkut transport cost.

e. Dan sebagainya.

4.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat effisiensi dari berbagai jenis pengeluaran tersebut, berikut ini akan diilustrasikan salah satu jenis biaya di atas yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang, Dimana dalam mengilustrasikan tingkat effisiensi biaya dilakukan dengan cara membandingkan antara bila diusahakan secara individu oleh masing-masing pabrik dengan bila dilakukan secara bersama oleh beberapa pabrik (aglomeratif)
	JENIS PENGELUARAN
	INDIVIDU
	AGLOMERATIF (mis 4 UU)

	
	KAPASITAS
	RP  (juta)
	KAPASITAS
	RP.

(juta)

	
	
	
	
	

	1. Akses Jalan
	LS
	15,0
	LS
	15,0

	2. Listrik (Genset)
	0,5 MW
	2,5
	1 MW
	3,5

	3. Air Bersih
	50 l/menit
	4,0
	150 l/menit
	5,0

	4. IPAL
	40 l/menit
	8,0
	120 l/menit
	11,5

	Jumlah
	
	29,5
	
	35,0

	Biaya UU
	
	29,5
	
	8,75

	
	
	
	
	


Keterangan : Biaya di atas bukan nilai nominal sebenarnya (hanya bersifat illustrasi)

5.
Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan infrastruktur penunjang kelengkapan proses produksi secara aglomeratif oleh beberapa industri jauh lebih effisien daripada diusahakan secara sendiri-sendiri (induvidual)
6.
Berlandaskan kepada tingkat effisiensi tersebut di berbagai negara industri yang telah maju dikembangkan konsep-konsep lokasi industri secara aglomeratif.


Adapun bentuk-bentuk lokasi industri  yang dikembangkan berbentuk industrial estate, industrial park, industrial complex, yang pada intinya bersifat pengembangan suatu areal yang cukup luas yang pengalokasiannya sudah mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang di sekitarnya yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana penunjang.
7.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ditemui oleh negara maju pada awal pembangunan industrinya, hingga saat ini dapat dikatakan di negara-negara maju hampir seluruh kegiatan industri berlokasi dalam kawasan-kawasan industri baik berbentuk industri complex, industrial estate maupun industrial park.
8.
Sejalan dengan tujuan pengembangan Kawasan Industri seperti telah dibahas dalam subbab 2.2. di atas, pada dasarnya pengembangan konsep-konsep aglomeratif industri tersebut mempunyai beberapa sassaran, yaitu :

a. Sebagai sasaran untuk menstimulasi timbulnya iklim industri di suatu daerah, terutama ditujukan bagi daerah-daerah yang iklim industrinya kurang kondusif. Karena dengan adanya lokasi-lokasi yang bersifat aglomeratif ini yang disediakan oleh para pihak pengembang (developer) tentunya para calon investor (pabrikan) tinggal membangun pabriknya pada areal tanah matang yang telah dilengkapi dengan berbagai prasarana & sarana penunjang sesuai dengan kespesifikan industrinya. Bahkan tidak jarang pula ditemui dalam suatu industrial estate sudah dilengkapi pula dengan beberapa bangunan pabrik standar (standar Factory Building), terutama ditujukan bagi jenis-jenis industri yang tidak mempunyai  kesespesifikan khusus.

b. Sebagai alat pengaturan tata ruang bagi pengembang suatu daerah, sehingga tidak terjadi campuran (mixed use) antara penggunaan lahan industri dengan lahan permukiman, pertanian dan sebagainya yang sering menimbulkan berbagai masalah lingkungan.

c. Sebagai sarana untuk ,mencegah timbulnya kasus-kasus pencemaran , karena :

1) Biasanya suatu aglomerasi industri sudah dilengkapi dengan fasilitas air, unit pengolahan limbah oleh pihak pengembang secara terpusat, sehingga berbagai dampak negatif seperti penurunan muka air tanah maupun penurunan kualitas air badan penerima dapat dihindari.

2) Dengan terdapatnya lokasi yang bersifat aglomeratif tentunya lebih memudahkan untuk mengontrol/memonitor timbulnya kasus-kasus pencemaran bila dibandingkan dengan apbila lokasi pabrik secara terpencar.

III.
PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (INDUSTRIAL ESTATE/ INDUSTRIAL PARK) DI INDONESIA


3.1.
Pengembangan Kawasan Industri PRA KEPPRES 53/1989

1.
Pengembangan Kawasan Industri (industrial estae) sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an dengan 2 (dua) missi pokok, yaitu : Pertama, untuk menstimulasikan iklim investasi di sektor industri terutama bagi daerah-daerah yang iklim investasinya belum berkembang seperti Cilacap, Cilegon dan Ujung Pandang. Kedua, sebagai sarana bagi pengaturan ruang terutama untuk menghindari timbulnya kasus-kasus pencemaran lingkungan yang akan berkonsekuensi terhadap tuntutan biaya sosial yang tinggi , terutama bagi daerah-daerah yang iklim industri dan investasinya tinggi seperti Pulo Gadung di Jakarta, Rungkut di Surabaya dan KIM di Medan.

2.
Pengembangan kawasan industri ini dilakukan pemerintah dengan membentuk proyek-proyek APBN dan APBD yang secara lebih  lanjut berstatus BUMN dengan perbandingan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berbanding 60 : 30 : 10.


Dimana keikutsertaan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya berupa penyediaan lahan, sementara Pemerintah Pusat berupa pematangan tanah dan pengadaan infrastruktur penunjang.

3.
Mengingat kemampuan pendanaan Pemerintah cukup terbatas, sebagai akibatnya pembangunan fisik kawasan industri relatif lama, bahkan ada kalanya mulai tahap pembebasan  s/d siap dioperasikan membutuhkan waktu 6 – 8 tahun, yang berarti tidak sebanding dengan permintaan lahan industri yang tumbuh setiap tahunnya.

4.
Sebagai gambaran sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1989 telah teralisasi 8 (delapan) Kawasan Industri dengan luas areal kurang lebih 2.896 Ha yang tersebar di 7 (tujuh) propinsi seperti terlihat pada tabel 3.1. berikut ini 

TABEL 3.1.

KAWASAN INDUSTRI YANG DIDIRIKAN SEBELUM DITERBITKANNYA KEPUTUSAN PRESIDEN 

NOMOR 53 TAHUN 1989

	No
	Nama Perusahaan K.I.
	Lokasi K.I.
	Luas alokasi Lahan (Ha)

	1
	PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung

 (PT. JIEP)
	DKI Jakarta
	570

	2
	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut

(PT. SIER)
	Surabaya
	332

	3
	PT. Kawasan Industri Cilacap
	Cilacap
	143

	4
	PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM)
	Medan
	200

	5
	PT. Kawasan Berikat Nusantara
	DKI Jakarta
	593

	6
	PT. Kawasan Industri Makasar (PT. KIMA)
	Ujung Pandang
	208

	7
	PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon

 (PT. KIEC)
	Cilegon
	550

	8
	Proyek Kawasan Industri Lampung
	Bandar Lampung
	300

	
	J u m l a h
	-
	2.896


3.2.
Pengembangan Kawasan Industri PASCA KEPPRES 53/1989


1.
Sejalan dengan perkembangan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor industri, maka pada tahun 1989 dikeluarkan kebijakan pengembangan Kawasan Industri yang tertuang dalam Keppres 53/1989 dimana lebih memfokuskan kepada diperbolehkannya dunia usaha swasta baik dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi dibidang penyediaan kapling industri siap bangun dalam bentuk Kawasan Industri.


2.
Sejak dikeluarkannya Keppres 53/1989 sampai dengan Oktober 1995 merupakan masa booming permintaan lahan pengembangan industri. Secara nasional tercatat 165 perusahaan Kawasan Industri dengan luas areal 53.449 Ha dengan berbagai status mulai dari Persetujuan Prinsip, Ijin Lokasi maupun Izin Tetap atau sudah beroperasi secara komersial. 



Selanjutnya dari perkembangan perusahaan kawasan industri sampai tahun 2000, meningkat menjadi 203 perusahaan dengan luas areal pengembangan  sebesar 66.771 Ha yang tersebar di 20 wilayah  propinsi seperti terlihat dalam Tabel 3.2 berikut  ini :

Tabel 3.2

JUMLAH PERUSAHAAN DAN LUAS KAWASAN INDUSTRI

DI SETIAP PROPINSI

(Sampai dengan Desember 2000)


	No
	Nama Propinsi
	Jumlah

KI
	Luas (Ha)
	Proporsi (%)

	
	
	
	Rencana

 (A)
	Terkuasai

 (B)
	Dimatangkan

 ( C )
	B/A
	C/B

	1
	D.I. Aceh
	2
	470,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	2
	Sumatera Utara
	11
	2.578,00
	1.262,00
	980,00
	49,0
	77,7

	3
	Sumatera Barat
	1
	150,00
	108,00
	108,00
	72,0
	100,0

	4
	Riau
	19
	14.517,00
	1.236,50
	821,50
	8,5
	66,4

	5
	Sumatera Selatan
	1
	1.442,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	6
	Lampung
	1
	300,24
	126,80
	126,80
	42,2
	100,0

	
	A  .P. SUMATERA
	35
	19.457,24
	2.733,30
	2.036,30
	14,0
	74,5

	
	· % NASIONAL 
	17,24%
	29,14%
	13,74%
	15,98%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	DKI Jakarta
	4
	1.149,30
	1.009,30
	1.009,30
	87,8
	100,0

	8
	Jawa Barat
	103
	32.985,34
	12.681,63
	7.522,39
	38,4
	59,3

	9
	Jawa Tengah
	14
	3.186,89
	955,78
	619,78
	30,0
	64,8

	10
	D.I. Yogyakarta
	1
	50,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	11
	Jawa Timur
	33
	7.044,62
	1.933,51
	1.223,01
	27,4
	63,3

	
	B. P. JAWA
	155
	44.416,15
	16.580,22
	10.374,48
	37,3
	62,6

	
	% NASIONAL 
	76,35%
	66,52%
	83,38%
	81,42%
	
	

	
	C. K. BARAT INDONESIA
	190
	63.873,39
	19.313,52
	12.410,48
	19,4
	64,3

	
	· % NASIONAL 
	93,60%
	95,66%
	97,13%
	97,41%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Kalimantan Barat
	1
	117,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	13
	Kalimantan Tengah
	2
	495,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	14
	Kalimantan Selatan
	2
	190,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	15
	Kalimantan Timur
	2
	730,00
	230,00
	51,50
	31,5
	22,4

	
	D. KALIMANTAN
	7
	1.532,00
	230,00
	51,50
	15,0
	22,4

	
	· % NASIONAL 
	3,45%
	2,29%
	1,16%
	0,40%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sulawesi Utara
	2
	243,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	17
	Sulawesi Tengah
	1
	100,00
	76,00
	76,00
	76,0
	100,0

	18
	Sulawesi Selatan
	1
	703,00
	265,50
	203,00
	37,8
	76,5

	
	E. SULAWESI
	4
	1.046,00
	341,50
	279,00
	32,6
	81,7

	
	· % NASIONAL 
	1,97%
	1,57%
	1,72%
	2,19%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Maluku
	1
	120,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	20
	Irian Jaya
	1
	200,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	
	F. K.AW. TIMUR INDONESIA
	13
	2.898,00
	571,50
	330,50
	19,7
	57,8

	
	· % NASIONAL 
	6,40%
	4,34%
	2,87%
	2,59%
	
	

	
	INDONESIA
	203
	66.771,39
	19.885,02
	12.741,28
	29,8
	64,1

	
	(TOTAL)
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	


Sumber : Deperindag

3.
Bila diteliti angka-angka persebaran kawasan industri baik dari segi rencana, lahan yang telah dikuasai dan dimatangkan sebagaimana tertera dalam tabel 3.2. di atas, dapat ditarik begerapa fenomena sebagai berkkut :


a.
Dari 66.771 Ha rencana kawasan industri di Indonesia, ternyata 95,66% berlokasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), utamanya di Pulau Jawa teralokasi sebesar 66,52% yang terdiri dari 155 perusahaan, diamana alokasi terbesar berada di Jawa Barat seluas 32.985 Ha yang terdiri dari 103 rencana kawasan industri.


b.
Ditinjau dari segi besarnya rencana pengembangan kawasan industri di KBI, pada prinsipnya sejalan dengan tujuan pengembangannya, yaitu sebagai antisipasi terhadap timbulnya kasus-kasus pencemaran dan aspek-aspek penataan ruang.



Namun bila ditinjau dari besarnya rencana dibandingkan dengan realisasi luas lahan yang telah dikuasai dimana di Pulau Jawa sesuai rata-rata besarnya 37,30% dapat ditarik 2 alternatif, yaitu :

· Alternatif 1
:
sulitnya melakukan penbebasan lahan di Pulau Jawa

· Alternatif 2
:
sebagian pengembang meminta konsesi lahan yang luas untuk tujuan-tujuan spekulatif.


c.
Alternatif ke 2 di atas cukup beralasan bila diteliti lebih lanjut angka-angka pada tabel 3.2 terutama perbandingan antara lahan yang telah dimatangkan dengan lahan yang telah dikuasai, dimana dari 20 propinsi dapat dibagi atas 4 klasifikasi, yaitu :

· Klasifikasi 1, yaitu daerah yang mengembangkan kawasan industri sesuai dengan kemampuan membangun dan terhindar dari tujuan-tujuan spekulatif meliputi : Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah.

· Klasifikasi 2, yaitu daerah yang mengembangkan kawasan industri cukup baik, dalam arti keseriusan pengembang untuk menyiapkan lahan industri siap bangun relatif besar meliputi : Sumatera Utara, Sulawesi Selatan.

· Klasifikasi 3, yaitu daerah yang mengembangkan kawasan industri terkategori sedang, dalam arti disamping menyiapkan lahan industri siap bangun juga terindikasi upaya-upaya spekulatif untuk merubah peruntukan lahan dari kawasan industri ke peruntukan lain meliputi : Riau, Jabar, Jateng, Jatim.

· Klasifikasi 4, yaitu daerah yang mengembangkan kawasan industri bersifat “euforia” namun tingkat realisasinya sangat rendah meliputi : Kaltim, DI Nangro Aceh Darussalam, Sumsel, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Maluku dan Papua.

3.3.
Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Pembangunan & Pemanfaatan Kawasan Industri 

1.
Sejalan dengan pembahasan pengembangan Kawasan Industri Pra Keppres 53/1989 seperti diuraikan dalam subbab 3.1. terindikasi bahwa penyediaan lahan kawasan industri kalah cepat daripada permintaan lahan industri, sementara Pasca Keppres 53/1989 dimana peran swasta dalam penyediaan lahan industri cukup besar, namun dari lahan yang telah dimatangkan ternyata tingkat pemanfaatan relatif masih rendah.

2.
Sebagi ilustrasi rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut digunakan data total kawasan industri yang telah beroperasi pada tahun 1999 seperti tertera pada Tabel 3.3. berikut ini :

TABEL 3.3.

PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA TAHUN 1999

	VARIABEL
	RENCANA
	REALISASI
	TK. REALISASI

	1. ( Kaw. Indus
	182
	55
	30,22%

	2. Luas Lahan (Ha)
	56.076
	17.381
	31,00%

	3. Lahan telah matang (Ha)
	
	8.603 Ha
	

	4.    0       Lahan matang
	
	49,50%
	

	0    Rencana
	
	
	

	5. Lahan yang telah digunakan
	
	5.231 Ha
	

	6.     0          Lahan digunakan
	
	60,80 %
	

	0     Lahan matang
	
	
	

	7. Lahan matang belum digunakan    

    (Ha)
	
	3.372 Ha
	

	8.    0        Lahan blm digunakan
	
	39,20%
	

	            0      Lahan matang                       
	
	
	


3.
Dari tabel di atas terlihat bahwa sekalipun lahan dimatangkan dari rencana baru mencapai 49,50%, ternyata tingkat pemanfaatannya baru mencapai 60,80%, yang berarti masih tersisa lahan yang siap dioperasikan sebesar 39,20% yang belum dimanfaatkan. Dengan kata lain dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia supply jauh lebih besar daripada kebutuhan (Demand).

4.
Berdasarkan data-data pertumbuhan unit usaha industri di Indonesia sebelum terjadi krisis multi dimensi sejak tahun 1998, apabila seluruh industri diwajibkan berlokasi di Kawasan Industri tidak seharusnya dalam pengembangan kawasan industri Supply lebih besar daripada Demand atau tingkat pemanfaatan kawasan industri relatif rendah.

5.
Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan baik terhadap industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri maupun yang berada di luar Kawasan Industri, rendahnya tingkat pemanfaatan Kawasan Industri pada dasarnya disebabkan 2 hal, yaitu :

a.
Belum ada suatu peraturan yang mewajibkan setiap industri berlokasi di Kawasan Industri (sekalipun sudah pernah diterbitkan Surat Menteri Muda Perindustrian No. 171/1993 tentang Jenis Industri yang wajib berlokasi di Kawasan Industri dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 462-3040 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penertiban Izin Lokasi bagi Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, namun kedua surat tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik instansi pemberi izin lokasi maupun dunia usaha atau diangkat ke peraturan lebih tinggi misalnya Peraturan Pemerintah).

b.
Harga lahan Kawasan Industri diserahkan kepada mekanisme pasar dan cenderung jauh lebih tinggi daripada harga lahan di luar kawasan industri yang juga dilayani jaringan infrastruktur. Ada kalanya harga jual lahan industri di Kawasan industri berkisar 4 – 6 kali daripada harga pokok pembebasan dan pembangunan infrastruktur.


Tingginya harga lahan di Kawasan Industri disamping masih dimungkinkan berlokasi di luar Kawasan Industri, mengakibatkan investor lebih memilih lokasi di luar Kawasan Industri.

IV.
TINJAUAN PENGEMBANGAN KI DI BEBERAPA NEGARA (SBG SUATU PERBANDINGAN)

4.1. 
Dari Segi Pengembang
1.
Di sebagian besar negara asia (Korsel., Jepang, Taiwan, Singapore, Malaysia & Thailand) kecuali Filipina dan Indonesia, pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat memainkan peran utama dalam pengembangan kawasan industri
2.
Walaupun pada akhir2 ini beberapa negara mengundang peran swasta untuk membangun k.i, namun peran utama tetap didominasi oleh pemerintah.

3.
Contoh-contoh pengembang Kawasan Industri di beberapa negara :


- JEPANG
: 
85% PEMERINTAH




15% SWASTA

- KOREA-300 KI
:
70% PEM. PUSAT




20% PEM. LOKAL




10% SWASTA

- TAIWAN
:
90% PEMERINTAH




10% SWASTA

- SINGAPORE
:
85% PEMERINTAH




15% SWASTA

- MALAYSIA-285 KI
:
78% PEMERINTAH
(PUSAT & lOKAL)





22% SWASTA

- THAILAND - 27 KI
:
48% (13) PEMERINTAH




52% (14) KERJASAMA PEM & SWASTA

- FILIPINA - 20 KI
:
30% (6) PEMERINTAH




70% (14) SWASTA

- INDONESIA–203 KI
:
6% (13) PEMERINTAH




94% (190)  SWASTA

4.2.
Misi Pengembangan Kawasan Industri Di Manca Negara
1.
Kawasan Industri dijadikan sebagai alat untuk pemerataan pembangunan (over population di kota2 besar & kurang di daerah pinggiran)

2.
Pemerintah beranggapan bahwa investasi di ki sebagai suatu investasi fasilitas umum dibandingkan suatu real estate
3.
Dunia swasta lebih berorientasi profit (real estate ) & tidak mungkin dibebani tugas-tugas pemerataan & fasilitas umum
4.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, di manca negara Pemerintah lebih berperan, minimal bekerjasama dengan pihak swasta, namun tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar (seperti yang telah dilakukan di Indonesia sejak 1989 s/d saat ini)

4.3.
Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi & optimalisasi Kawasan Industri
1.
Untuk menghindari spekulasi tanah pemerintah di manca negara membatasi tingkat keuntungan developer, yaitu :

· Korea Selatan memberikan batasan keuntungan hanya 10% dari biaya pengembangan.
· Secara umum di manca negara harga jual dibatasi 1,1 s/d 1,3 dari biaya pengembangan

bila dibandingkan harga jual ki di indonesia yg mencapai 4 – 6 x harga pokok, maka terlihat orientasi pengembangan ki lebih bersifat real estate (profit) 
2.
Digalangnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah lokal dan sektor swasta dalam pembangunan kawasan industri 
3.
Disamping memberikan pelayanan utilitas (air bersih, air kotor, listrik), keamanan dan administratip (one stop service), juga memberikan perlakuan2 insentif khusus untuk lebih menarik investor .

4.
Contoh-contoh bentuk insentive bagi industri di beberapa negara

THAILAND
:

-
Kawasan Industri yang berada di zona 1 – pembebasan pajak pendapatan selama 3 thn
-
Kawasan Industri yang berada di zona 2 - pembebasan pajak pendapatan selama 7 thn
-
Kawasan Industri  yang berada di zona 3 -  pembebasan pajak pendapatan selama 8 thn + 50 % reduksi untuk 5 thn berikutnya
KOREA
-
Mereduksi pajak perusahaan 50% selama 3 thn & 30% untuk 2 thn berikutnya
-
Mereduksi pajak transfer sebesar 50%
-
Membebaskan pajak properti selama 5 thn bagi yang relokasi dari pusat kota dan mereduksi 50% selama 5 thn bagi industri baru
-
Membebaskan pajak pembebasan lahan (aquision tax)

JEPANG

-
Mereduksi pajak pendapatan
-
Mereduksi pajak modal (capital allowence)
-
Mereduksi pajak usaha (business tax)
PERANCIS

-
Memberikan suku bunga lebih rendah
-
Mereduksi biaya rekening listrik 31,6% selama
-
Mereduksi pajak properti selama 5 tahun
-
Menanggung biaya training bagi tenaga kerja

U S A

-
Mereduksi 50% pajak properti selama 10 tahun

4.4.
Rangkuman Pengembangan kawasan Industri di Manca Negara

Berlandaskan uraian subbab 4.1. s/d 4.3. di atas dapat dirumuskan beberapa hal penting dalam pengembangan Kawasan Industri di manca negara :

1.
Pembangunan Kawasan Industri lebih ditujukan kepada pengaturan tata ruang, pemerataan pembangunan dan meminimalkan kasus-kasus pencemaran.

2.
Agar ketiga misi tersebut tercapai, maka dalam pembangunan Kawasan Industri ditempuh melalui strategi sebagai berikut :\


-
Pemerintah baik Pusat maupun Lokal berperan dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri, sekalipun adanya kerjasama dengan pihak swasta.


-
Dalam pembanguan kawasan Industri lebih bersifat pembangunan fasilitas umum daripada tujuan penciptaan profit

- 
Untuk lebih menarik calon-calon investor ke dalam Kawasan Industri diberlakukan insentif-insentif fiskal dan moneter industri di dalam kawasan Industri, sedangkan di luar Kawasan Industri berlaku ketentuan normal.

V.
Faktor-Faktor Lingkungan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri

5.1.
Prinsip-Prinsip Dasar Lingkungan


1.
Dalam pengembangan suatu Kawasan Industri (Industrial estate/industrial Park) perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan, dimana biasanya tercermin dalam studi Analisa mengenai Dampak Lingkungan ( AMDALnya)

2.
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Kawasan Industri, bahwa ada 3 pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan yaitu :

a. Pihak pabrikan, sebagai pengguna lahan di kawasan Industri

b. Pihak Pengelola, sebagai pihak yang mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri.

c. Pihak Pemerintah, sebagai pihak yang dapat memanfaatkan keberadaan Kawasan Industri dalam arti membantu tercapainya pengaturan tata ruang.

3.
Berikut ini secara satu persatu akan diuraikan hal-hal utama apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Kawasan Industri dari aspek lingkungan dimulai dari skala regional, tapak dan pabrik.
4.
Disamping itu dalam pengembangan suatu Kawasan Industri senantiasa harus diperhatikan masalah pendekatan daya dukung lingkungan (carrying Capacity Approch) dengan pendekatan seperti diagram berikut :








5.2.
Aspek Lingkungan Skala Regional


Perlu diperhatikan dampak-dampak regional dari pengembangan suatu Kawasan Industri, yaitu :

1.
Perubahan Tata Ruang di sekitar yang terstimulus sebagai akibat adanya Kawasan Industri (SLUM), terutama agar pengembangan kawasan Industri di suatu daerah tidak saling mengganggu kehidupan di sekitarnya. Untuk itu biasanya perencanaan dan monitoring pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan Industri mutlak menjadi fokus perhatian pihak Pemerintah Daerah.


2.
Bangkitan Traffic dari orang & barang (: kemacetan, kerusakan jalan). Pengembangan kawasan Industri biasanya membangkitkan arus traffic baik orang maupun barang sehingga dalam perencanaan dimensi jaringan jalan sudah harus memperhitungkan bangkitan traffic yang mungkin timbul. Dalam memperhitungkan bangkitan traffic orang dari suatu Kawasan Industri hendaknya diperhatikan aspek-aspek komuter harian, serta pekerja yang menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi.


3.
Peningkatan kebutuhan permukiman & fasilitas lingkungan.


Mengingat pengembangan suatu Kawasan Industri akan menarik sejumlah pekerja, maka untuk pekerja pendatang perlu diperhitungkan kebutuhan permukiman serta fasilitas lingkungan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perbelanjaan, hiburan dan sebagainya terutama bagi pekerja pendatang itu sendiri maupun keluarganya.


4.
Antisipasi perubahan iklim mikro ( : RTH & BCR)


Pembangunan suatu Kawasan Industri yang merubah lahan sawah, tegalan atau lebih dikenal dengan non built up area menjadi lahan terbangun, tentunya akan merubah iklim mikro (temperatur dan kelembaban di sekitar). Untuk itu dalam area kawasan Industri perlu dipersiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang besarnya 10% dari total area sebagai open space dan setiap kalping harus memenuhi Building Coverage Ratio sebesar 60% : 40%


5.
Adanya Run Off ( : banjir, & sistim drainase)


Kegiatan pematangan lahan kawasan Industri secara langsung akan mempengaruhi pola tata aliran air, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya luapan air perlu direncanakan sistim drainase yang baik.


6.
Interaksi dengan kegiatan sekitar sinergis & antagonis (Lap. Golf, Jl Toll)


Sama halnya dengan aspek penataan ruang, dalam perencanaan lokasi Kawasan Industri hendaknya dihidari dari kegiatan-kegiatan yag kontradiktif dengan aktivitas industri seperti lapangan golf yang menghendaki udara bersih harus berjauhan dengan pabrik-pabrik yang menghasilkan polutan ke udara bebas.


7.
Dampak-dampak SOSEKBUD baik positif maupun negatif.


Berbagai dampak sosial ekonomi dan budaya dari suatu Kawasan Industri harus diantisipasi sejak dini agar tidak terjadi konflik.
5.3.
Aspek Lingkungan Skala Kawasan Industri

Aspek-aspek lingkungan yang perlu dipersiapkan/diperhatikan pihak pengelola, yaitu :

1.
Perlu Penerapan Sistim Zoning


Dalam pengembangan suatu Kawasan Industri perlu diterapkan sistim zoning pengelompokkan industri seusai dengan karakteristik internalnya, terutama untuk tujuan :
a. Land Development Cost Minimal

b. Maintenance Cost Minimal

c. Menghindari konflik antar user (Good Neighbourhood).

Adapun karakteristik internal dari industri antara lain :
· Bersifat bulky
- Bersifat potensi limbah gas & cair
· Bersifat heavy
- Bersifat potensi getar

· Bersifat butuh udara bersih
- Bersifat arbitory (dapat berlokasi

· Bersifat potensi limbah cair
   di sembarang tempat)
2.
Diperlukan IPAL terpusat
· Dalam pembangunan suatu Kawasan Industri dibutuhkan sistim Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat, yang hanya mampu mengolah parameter tertentu (BOD, COD, pH & TSS warna)
· Dalam pengadaan IPAL Terpusat dari suatu Kawasan Industri perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
· Skala ekonomis, minimal luas Kawasan Industri yang bersangkutan minimal 50 Ha
· ( Industri potensi limbah cair yang ada di dalam Kawasan Industri tersebut.
3.
Diperlukan RTH (paru-paru ( 10% dari luas)

Sama hal dengan tinjauan skala regional, dalam skala Kawasan Industri pihak pengelola perlu senantiasa menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luasnya 10% dari total areal dapat berupa open space, green belt/buffer zone ataupun pherimeter.

4.
Diperlukan sistim pengangkutan sampah, baik sampah non B3 maupun B3, terutama untuk menghindari rembesan ke air tanah atau leaching ke air permukaan.
5.
Diperlukan sistim penyediaan air bersih.

Untuk mengantisipasi gangguan terhadap air tanah penduduk, maka seharusnya pihak pengelola tidak mengijinkan masing-masing pabrik membuat sumur sendiri melainkan harus dikelola secara terpusat baik bersumber dari air tanah, air permukaan ataupun PDAM.
6.
Diperlukan fasilitas penunjang lain :

· PMK

· Kantin

· Rumah Ibadah

· Fasilitas Olah Raga

· Poliklinik

· Guest House

· Kantor Pos

· Kantor Polisi

· Kantor Cabang Bank

· Terminal

· Dsb

5.4.
Aspek Lingkungan Skala Pabrik
Perlu kejelasan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing pabrik (User) dalam Kawasan Industri
1.
Material Handing, untuk menghindari ceceran, polusi udara ataupun pemdangan yang kurang baik.
2.
Mematuhi BCR, dalam rangka mempertahankan daya resap air dan perubahan iklim mikro
3.
Mematuhi GSB, untuk menghindari bahaya kebakaran.
4.
Mengolah limbah padat sumber (Gas, Debu, Bising, Getar) dengan melengkapi peralatan seperti dust collector, electrostatic, Precipitator, Ruang Kedap Suara, Bantalan Mesin Getar dan sebagainya.
5.
Membuat inplant/Pre Treatment, terutama bagi parameter lain yang tidak dapat diolah oleh sistim IPAL, Kawasan atau konsentrasinya lebih tinggi dari standar influent kawasan yang ditetapkan.
6.
Penyiapan TPS, untuk mengfhindari ceceran dan mempermudah sistim pengangkutan.
7.
Mengolah limbah B3 sesuai dengan peraturan
8.
Larangan tidak mengambil air tanah agar tidak mengganggu air tanah pendududk sekitar dan kesimbangan neraca air dengan daya tampung IPAL Kawasan Industri yang bersangkutan.
9.
Loading & Unloading dalam kapling untuk menghindari kemacetan jalan pelayanan kawasan.
10.
Penyediaan tempat parkir
11.
Melakukan K3, untuk menjaga sistim keselamatan kerja dan kesehatan karyawan.
12.
Menyiapkan PMK (tabung), sebagai tindakan dini bila terjadi bahaya kebakaran.
13.
Kewajiban untuk memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL/SPPL), untuk lebih mengetahui tentang berbagai potensi limbah/cemaran dan masing-masing pabrik.
Butir 5.2, 5.3 dan 5.4 di atas sangat perlu diperhatikan oleh pihak pengembang yang perlu tertuang secara jelas dalam studi ANDAL Kawasan yang secara lebih lanjut tertuang dalam RKL & RPL, sehingga dapat dengan mudah diketahui mana-mana tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dalam pengembangan kawasan Industri yang bersangkutan.
Pada umumnya untuk aspek-aspek lingkungan skala kawasan dan skala pabrik di atas disamping peraturan-peraturan teknis lain dituangkan oleh pihak pengelola Kawasan Industri dalam bentuk peraturan Kawasan Industri (Estate Regulation) yang dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian jual beli kapling industri.

VI.
P E N U T U  P

1.
Berlandaskan pengalaman negara-negara maju dalam mengembangkan lokasi industri baik ditinjau dari segi effisiensi penyediaan infrastruktur, kepastian hukum dan kemananan berusaha, menangani aspek-aspek penataan ruang maupun penanganan kasus pencemaran, dapat disimpulkan bahwa konsep Kawasan Industri (industrial estate/industrial park) sangatlah tepat.

2.
Mengingat bidang usaha Kawasan Industri merupakan kegiatan bussiness yang menuntut investasi cukup besar, maka dalam pengembangannya perlu memperhatikan aspek-aspek tekno ekonomis dan lingkungan,  yaitu dengan cara merujuk kepada Pedoman Teknis Kawasan Industri yang telah disusun Deperindag, sehingga investasi yang ditanamkan tidak idle.

3.
Dengan mengkombinasikan Pedoman Teknis Kawasan Industri dengan faktor-faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan baik skala regional, tapak maupun pabrik, diharapkan dapat dikembangkan Konsep Pengambangan Kawasan Industri yang Berwawasan Lingkungan.








Jakarta,    November 2003
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